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Abstract
Integrated waste management policy in Indonesia has implc-
mented institutional models in the policy-making process of thc
country. The focus of attention of this model lies in the structure oJ'
government organization that holds an authorization policy de-
termines, in this case done by the Ministry of Environment that is
part of the Government. The division of authoriQ for the area in
an integrated waste management needs to be supported by local
Rule Making (Regulation) by conducting a prospective policy
analysis, policy analysis retrosfective, or integrated policy analy-
sis to determine a motive and the quality of the policy.
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A. PENDAHULUAN
Kehadiran Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor l2 Tahun 2008 tentang
perubahan kedua atas UU Nomor 3 2 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah)
mengisyaratkan adanya secercah harapan bagi daerah terhadap reformasi
penyelenggaraan pemerintahan Daerah di Indonesia, dari kondisi yang selama
ini kurang memberikan ruang yang cukup bagi daerah sebagaimana diatur dalarrr
Undang-Undang No. 22Tahtn 1999 tentang Pemerintahan Daerah scbcluurrya.
menjadikan daerah sedikit terlepas dari kungkungan Pemerintah Pusal tLrllrrr
penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
Munculnya kebijakan tersebut antara lain berkaca parlir pcnrrir:;;rl,rlr,rrr
permasalahan sebagai berikut :
L Distribusi kewenangan yangtergambar scbagui pilrtttttrlir lrr lrirlrl, ,lrrr'rrr,r
kewenangan ditingkat pusat sangat bcsar <lirrr rlt lttrlll rrl rlrrr r rrlr 'i, rr,rl,nr
I Dosen luar biasa pada jurusan Syari'ah STAIN Pnlenlkn llryr
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mengecil terlebih lebih pada Daerah Tingkat II. Kondisi ini akibat adanya
alasan pembenar yang berasumsi bahwa Pemerintah Daerah belum
dianggap mampu untuk melaksanakan sebagian besar urusan-urusan
Pemerintah, karena dihadapkan pada Sumber Daya Manusia yang
terbatas.
Hubungan Kepala Daerah dan DPRD yang kurang serasi, akibat
kedudukan DPRD berada di bawah bayang-bayang Kepala Daerah.
Dengan demikian DPRD menjadi sulit untuk dapat bergerak secara
proporsional dalam menjalankan tugas dan firngsinya sebagai lembaga
perwakilan rakyat yang bertugas mengawasi dan mengontrol penye-
lenggaraan pemerintahan, serta sebagai tempat untuk menyalurkan aspirasi
masyarakat.
Pendapatan daerah yang kecil menghambat bagi Pemerintah Daerah
untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang terus semakin
meningkat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kecilnya
pendapatan daerah seringkali disebabkan oleh lapangan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah sangat terbatas. Kondisi seperti ini masih diperburuk
dengan kebijakan pengaturan perimbangan keuangan pusat dan daerah
yang masih moggunakan pola-pola bagi hasil pajak dan non pajalg subsidi
daerah otonom (SDO) yang dipandang kurang menguntungkan daerah.
Kelembagaan Pemerintah Daerah dengan Dinas-Dinas Daerahnya, belum
mencerminkan adanya suatu Lembaga yang benar-benar dibentuk atas
pertimbangan beban kerja atau volume kerja sebagai bagian dari
pelaksanaan distribusi kewenangan, sehingga tercermin tidak efisien baik
dari segi pembiayaan maupun pengisian personilnya. Terdapat
kecenderungan bahwa nomenklatur pembentukan kelembagaan Dinas
Daerah sebagai perangkat Pemerintah Daerah diatur secara seragam
baik jurnlah jabatannya maupun nomenklaturnya, sehingga tidak sesuai
dengan kondisi dan kebutuhan daerah yang bersangkutan.
Tersumbahrya partisipasi dan peran serta masyarakat diakibatkan adanya
kecenderungan dan anggapan yang kuat bahwa pemerintahlah yang
memiliki tanggungjawab yang besar dalam mclalcsanakan kegiatan-
kegiatan pernbangunan dan kebijakan-kebiiakan publik. Akibatnya, banyak
kegiatan-kegiatan pembangunan dan pelayanan publik yang seharusnya
dapat diserahkan kepada kekuatan di lrrar pemerintahan seperti LSM
atau pihak Swasta, masih sepenuhnya dilaktrkan oleh Pemerintah termasuk
Pemerintah Daerah.
Arr,rh:;r:; Kchidupirrr l,ongo|rlnrrrr I lrt llhleyflli
l)crrglrrr lttlirttyit bcrbagaipcrttlltsttllrlr,ul olon.rrl rlrrr r,rlr ,, 1,,11,,1s111.qq1.1 .,.11,1,
tclahtlikcrrrukilkart, Pcmerintahmclalrri Ilrrtl:rrr1i Ilrrrl,rrr1, ['r' ' , lrrlr,rr I'r'r'r 1,1111,
kcmudian diganti menjadi uU Nomor' -l') 'lrrlrrrrr .,o(),r r, r,rrr ,r,,rl. r11,,
kcwcnangan pelaksanaan otonomi daerah dcngrrn lu(.ny(-l,rlrl,,rn ',, 1,, 111*r\,i
beberapa bidang (desentralisasi politik dan administratil) rrr rrrirrr r lx.r r'r r rt,!1r,, r,,,
kepada Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. I'c:rrrlrillr:ur s1r,.,1r
pemerintahaninitelahdijabarkandalamPPNomor38Tahun 2007 yut1'.rrrr.I11rrrIr
bidang-bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan dan biclang-bitlarrg lrrlrlr,rrr(pasal 2 ayat (2). Adapun urusan yang wajib dilaksanakan pcmcrintalr tftrcrrrlr
(pasal 7 ayat 2) meliputi: pendidikan; kesehatan; ringkungan hidup; pckcr jarrrr
umum; penataan ruang; perencanaan pembangunan; perumahan; kcpcrnuclaarr
dan olahraga; penanaman modal; kopcrasi dan usaha kocil clan mcncngah;
kependudukan dan catatan sipil; ketenagakerjaan; kctarranan pangan; pcnl-
berdayaan perempuan dan perlindungan anak; keluarga berencana dan kcluarga
sejahtera; perhubungan; komunikasi dan informatika; per-tanahan; kesatuan bangsl
dan politik dalam negeri; otonomi daerah, pemerintahan umum, aclministprsi
keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian,dan persandian; pcmbcrtlayryrl
masyarakat dan desa; sosial; kebudayaan; statistik; kearsipan; dan pcrpsslirkrrrrrr
Dan urusan pilihan dimasud (pasal 7 ayat 4) meliputi: kclautan (liur l)cr.il\iuriur,
pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya mineral; pariwisltrr, rrrr11;lrr,
perdagangan; dan ketransmigrasian.
Sementara itu kewenangan Pemerintah Pusat terbatas 1-latlr ;rt.rr:rrr1i,rrr,rrr
Bidang Politik Luar Negeri, Hankam, Peradilan, Monctcr/ Fisliirl rlrrr r\1i:rrrr,r,
serta bidang-bidang tertentu seperti: Kebijakan Pcrencanaan Nlsion;rl. l);rrr;r
Perimbangan, Sistem Administrasi Negara, pcmbinaan dan l)crrrlrt.rrl;ry;r:rrr
Sumberdaya Manusia dan Pemberdayaan Sumber Daya Alanr tliur tt.krro1r1,,r
tinggi yang strategis, Konservasi dan Standarisasi Nasionrrl. Sr.rlrrrrlil,;rrr
kewenangan Propinsi baik sebagai Daerah Otonom rritupun Wil:ryirlr Arlrrrrrrr,,
tratif diberikan batasan kewenangan, yaitu hanya mcnyclcrrl,,li:rurl.lrr lrr,l,ru!,
bidang urusanpemerintahan yang tidak mampu ditangarri olclr l\.rr rt.r nrt,r lr I rirr r ir lr
Kabupaten/DaerahKota,ataubidang-bidangurusanl)crrrt.rrrrrrrlr.rrr \,rrr,,,rrr,rrrr\,r
lintas DaerahKabupaten/Kota (Lihat Pasal l0 [Jtl Norrr,'r l' l,rlrrrrr ,ttl tlt
Pemerintahan daerah dalam menyclcrrgg,;rlirl,lrrr ililt,,,1il |', til, |ill,tlr!ilr
memiliki hubungan dengan pemerintah ptrsirl rLrrr ,1,'r11,,11, pr rr' rnrt,rlr,rl rl,rl,rlr
lainnya. HubunganterSebutmeliputi lruhrrrrli;rrr\\r'\\, ltrilrl, l.r 11111s;,,111 lr, l,ri,ril,rrr
umulrt, pcmanfaatan sumber daya alirrrr, rlrur ..rlrrl,, r rl,rr,r l,rrnrr,,r llll,rrlt,,r,
keuangan, pclayananumum, pctturrrlir;rl,rn.,urrrl 
', 
I rlrr\rr,rl,rrl ,l,rrr ,111111,, r ,l,r,.r
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nnya dilaksanakan secara adil dan selaras' Hubungan wewenang' keuangan'
layanan umurrL pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya
:nimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar susunan
merintahan.
Sebagai konsekwensi atas perluasan pelimpahan kewenangan kepada
rerahKabupatendanDaerahKotapadasebagianbesarbidangpemerintahan
rsebut, mernbawa konsekwensi terhadap kesiapan Daerah untuk menerima
:ningkatan tugas dan tanggung jawab yang harus diembannya'
Salahsatuagendabesarnasionalsaatiniadalahmenanganimasalahsampah
rpatlu yang merupakan bagian (lex specialis) dari upaya perlindungan dan
,ng"totuur ilrgftungan hidup. netotttrrng kini Indonesia telah memiliki 
I]U Nomor
3 Tahun 200g tentang pengelolaun iampuh (selanjutnya disingkat menjadi
UPS).NamuntujuanutamadibentuknyaUUinitidakakantercapaiapabila
rnpa didukung kerjasama yang baik antara pemerintah (pusat) dan daerah'
trrtuk itu UU ini melimpahkai wewenang kepada pemerintah daerah untuk
rcnjamin terselenggararya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan
,ngkungan dengan tetai Uertlordinasi dengan pemerintah pusat' Untuk
rrclaksanakan tugas tersebut UU ini menyebutkan bahwa perlu ada 
pembagian
vcwenang p"*"ii.ttuhu, di bidang pengelolaan sampah yang diatur dengan
craturanperundang-undangan (pasal 10)' Apalagi dangan adanya asas tanggung
rwab yang menjadi salah situ pilar terlaksananya LIU pengelolaan sampah ini,
naka pemerintah khususnya pemerintah daerah yang merupakan 
garis depan
tirlttt.line) dan the first of role dalam melaksanakan amanat UUPS tersebut,
rcmilikitanggungjawabuntukmenjabarkankebijakanyangtertuangdalam
JUPsdalamkapasitasotonomidaerahyaknidenganmembuatperaturandaerah
angmemuatkebijakandanstategipengelolaansampahsesuaidengankebijakan
,ravinsi dan nasional.
KehadiranUUPengelolaanSampahyangdiprakarsaiolehKementrian
.lcgara Lingkungan Hid; (Kemenag KLH) hingga saat ini telah berusia dua
.rhun setelah disahkan oleh DPR RI dan ditandatangani Presiden 
RI pada tanggal
'Mei200s.NamunperaturanpendukungyangdimanatkandalamUUtersebut
cpertiPeraturanPemerintahdanPeraturanf)aerahnarnpa'knyabelumterpenuhi
cmua.MengingatUUinimerupakansuatukcbijakanpublikyanglahirdari
kumulasi masalah sampah nusionul' maka untuk membuat 
peraturan daerah'
rcmerintahperlumemahamidanurenganalisarnodelkebijakandansejarah
,embentukan IJU pengelolaan sarnpah tersebut. Sehingga nantinya Peraturan
)aerahmemangbe,,at"-b"nu'rnenjaba:kankebijakanyangdiamanatkandalam
JU tersebut.
Ar,rlt',t:, lrulrlrlttpan Pengelolaan.... I Tri Hidayati
Urrtrrk rrrt'rrrpcrtlulam kajian ini, penulis berkonsentrasi pada tlrrrr
pcrlr:rs:rl:rlurrr ylrkrti tcntanghubunganantaraPusatdanDaerahdalampcncrapilll
kcbijlrkrrrr dalarn pengelolaan sampah terpadu, dan peran pemerintah dacritlt
clahrrr pcncrapan kebijakan pengelolaan sampah terpadu perpektif modcl tlln
anirlisis kcbijakan negara.
B. PEMBAHASAN
1. Sampah: Masalah dan Pengaturannya
Latar belakang dibentuknya UU Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sampah adalah karena meningkatnya beban sampah (limbah domestik) di wilayah
perkotaan yang dianggap secara berangsur-angsur memberikan dampak ncgatil'
terhadap lingkungan hunian penduduknya. Selain pencemaran udara, tanah darr
air, sampahjuga memberikan andil besar sebagai salah satu faktor terganggunya
tingkat kenyamanan hunian. Atas dasar itulah penanganan sampah sccilrrt
profesional berbasis kemasyarakatan menjadi strategis kedudukannya unt u li
ditelaah, dirumuskan, ditetapkan dan diimplementasikan.
Jumlah penduduk Indonesia yang besar dengan tingkat pertumbuhan yilrul
tinggi mengakibatkan bertambahnya volume sampah. Di samping ittt, polir
konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sarrtpalt
yang semakin beragam, antara lain, sampah kemasan yang berbahaya datr/atlrrr
sulit diurai oleh proses alam.
Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah schr r 1 ',ir i
barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya ylng pg lrr
dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bcrttttrrptr pirtl:r
pendekatan al&i (end of pipe),yaitusampah dikumpulkan, diangkut, clittt tliltrrrrrrl'.
ke tempat pemlosesan akhir sampah. Padahal, timbunan sampalr tlctlgrtrt v,,l
ume yang besar di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah bcrpo(crtsi tttt'k'1r,r',
gas metan (cH4) yang dapat meningkatkan emisi gas rtttltrrlr k:tt:r rl.ttt
memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunilll srtttrlt:tlr r l,tI,tl
terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lattur rLtrr rltl'r r lrrl"rtt
penanganan dengan biaya yang besar.
Paradigma pengelolaan sampah yang berturnptt lurrl;r plltrlr l,rl,l|r ,rl'llr
sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan pitr:trlt1lrtt,t lr,rttt p' lrl" l,l't'tl
Sampah. Paradigma baru memandang Sampah st'lrltlirtt ',lllttlrr I rlrri 't i 'ltl
mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanliurtl.iltt, rrrl,rrllr\,r rrllrrl ' 1, rr. I
kompos, pupuk ataupun untuk bahan baktr irrthrslr r
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Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari
hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah,
sarrpai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampatl
yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan
sampah denganparadigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan
dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan,
penggrrnaan kembali, dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan penanganan
sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan
pemrosesan akhir.
Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1 945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan
hidup yang baik dan sehat. Amanat Undang-Undang Dasar tersebut memberikan
konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam
pcngelolaan sampah. Hal itu membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah
rncrupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan
sampah meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan
badan usaha. Selain itu organisasi persampahan, dan kelompok masyarakat yang
hergerak di bidang persampahan dapat juga diikut sertakan dalam kegiatan
pengelolaan sampah.
Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari sistan pengelolaan sampah
lcrpadu ini, diantaranya:
a. Dengan sistem silarpadu ini terjadi peningkatan kualitas lingkungan
demikian juga ekosistem dapat terjaga dengan bailg karena sistem yang
dipakai dengan pengelolan sampah tanpa sisa;
b. Matarantai pengangkutan sampah menjadi sangat kecil, sehingga dengan
d.ernikian biaya pengangkutan dapat ditekan;
c. Tidak rnernerlukan lahan untuk TPA yang luas ataupun TPA terpusat
dengan incenerator maupun peralatan lainya dengan biaya operasional
-vang besaq cukup lahan-lahan untuk lokasi silarsatu yang lebih kecil yang
mendekati daerah pelayanan;
d. Dapat menghasilkan nilai tambah hasil pemanfaatan sampah menjadi
barang yang memiliki nilai ckonomis, dan tidak membebani Pemerintah
Daerah yang berlebihan;
e. Dapat menambah lapangan pekerjaan sekaligus dapat lebih rnensejah-
terakan masyarakat pengelola dengan berdirinya badan usaha yang
dikelola oleh masyarakat yang mengelola sampah menjadi bahan yang
hermanfaat:
Analisis Kehidupan l'rIt{lokrLtrnl I lrt lltrl,ry,ril
f. Bchan Anggaran Pemerintah Dact'irlr/Kol,r rtIitrr lrr rl. lt,rlrl, ,rl,nr l,,rlrl ,rrr
akan tidak ada sama sekali (yang tcrk:rrl r1,rr1,,111 |, r,rrti.rr,rr ,rrl,.rl,I
Datlam rangka menyelenggarakanpengckrla;rrr srrrrr;r,rlr .,, , ir,r l, rl,,r,ll ,1,r1
komprchcnsil, pemenuhan hak dan kewajiban nlitsylr,rl..rt .,, rt,r ut,,r ,1,*r
wewenang Pcrncrintah dan pemerintahan daerah utttuk r r rr'l:r 1,.,,r n,r l\ ,r r I l, l,r \ .r r r.r r
publik, diperlukanpayunghukumdalambentukundang-rrrrtLrrrli, y.rl.rn I r[ | I l,lrrr
18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang harus rlilirr,l;rk l,rrrprtr rlr 11yr.111
peraturan pelaksananya baik berupa Peraturan Pemcrintulr nt:utllun |r r,rtu,nr
Daerah (PERDA). Pengaturan hukum pengelolaan sarnpalr rl:rl:rrrr llrr, l.rrrl,
Undang ini berdasarkan asas tanggungjawab, asas berkclarrjutiln, rsir:r rrr,rul.r,rl
asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas kcscllrulrlrrrr, ,r.,.r,.
keamanan, dan asas nilai ekonomi (Lihat Penjelasan Umum UL,lrS).
Mecermati aspek permasalahan dalam pengelolaan sampah, rrrrlrrli rtrr
upaya-upaya yang harus dilakukan antara lain meliputi pemantaparr l<cbijrrkrur
persampahan, penanganan sampah regional, memacu kearifan nrilsylu.irl\rt
terhadap fenomena persampahan, dan peningkatan teknologi ramah linglirrrrgrrrr
2. Pembagian Wewenang Pusat dan Daerah dalam Pcngclolaan Srrrrlrlh
Terpadu
[Ial yang perlu digarisbawahi bahwa peran daerah sangat pcnting karcrrir
merupakan garis depan (front-line) penyelenggaraan pemerintaharr tlirn
pelayanan publik yang langsung berhubungan dengan masyarakat (implunurt
ing agencies), sementara pemerintah pusat mempunyai peran untuk mcnyusun
kebijakan @ o l icy agenc ies). Dengan demikian, keberhasilan penyclcngga raa n
pemerintairan akan dapat tercapai apabila terjadi sinergitas hubungan anlllu
pemerintah pusat (kementerian) dengan daerah.
Upaya mensinergikan hubungan antara pemerintah dan dacrah tcrlihat
pada pasal 5 IruPS, yang menyatakan bahwa pemerintah (yakni pcmcrint:rlr
pusat: pasal 1 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah) rlrrr
pemerintah daerah (Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat tLrt.r':rlr
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah: pasal I ayat3 tJtJ Norrrrr 1.,
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah) memiliki tugas yang sanrir tl;r l;rrrr lr,r l
i. Menumbuhkembangkandanmeningkatkankesadararr luirsylu;rIrrtrlirlirrrr
pengelolaan sampah;
2. Melakukan penelitian, pengembangan teknokrgi l)('nl'lr,uq,.rr rl,nr
penanganan sampah;
, 
Y.::i::lll,,.1tt:-T""*.mbangkan, 
danmclakslnirl\iur ut,,r\ r, t,, ,,r,,,r ,r,,1 ,,,
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4. ⅣIclaksanakan pcngclolaan sampah dan memfasilitasi pcnycdiatin
prasarana dan sarana pcngclolaan sampah;
5. ヽlcndorong dan inclllfasilitasi pcngcmbangan lnanfraat hasil pcng01ahan
sal■pah;
6 ]ν〔clnfasilitasi pcncrapan tckno10gi sPcsink lokal yang bcrkcl■banglpada
囮 syarakat sctclnpat untuk l■cngurangi dan illcnangani sal■pah;d
7. IIIclakukan k00rdillasi alltarlcl■baga pc lcri ltah,lnasyarakat,dan dunia
usaha agar tcrdapat kctcttadllan dalam pcllgclolaan sallPah.
Sclattutnva untl■k cfcktinlya pClaksanaan tugas tcrscbut pttlu adanya
pcinbagian wcwcnang antara pcnl(Fintah pusat dan dacrah dalam pcngclolaan
salmpah sccara tcrpadll tcrscbut.Halini dapat ditcnlukan padalpasa1 7,8,dan 9
Ul」PS yang bcrbunyi scbagai bcrikuti
l Wcwcnang Pcmcrintah Pusat(pasa1 7)
a ⅣIcnctapkan kcbjakan dan stratcgi nasional pcngclolaan salllpah;
b, WIcnctapkan llorllla, standar, p■oscdllr, dan ttitcria pcngclolaan
sampah;
c`Mcmねsilitasi dan l■cngcmbangkan kcrja sama antardacrah,
kcillltraan,danjttaring dalampcngclolaan sampah;
d httcnyclcnggarakan k00rdinasi,pclllbinaall,dan pcnga、vasan Hnctt
pcmcrilltah dacrah dalam pcngclolaan salllpah;dan
c.Mcnctapkan kcbtakan pCttClcsaian pcrsclisihan alltar dacrah dalam
pcngclolaan sampah
2 Wc‐wcllang Pclllcrittah Provinsi(pasa1 8)
a Mcnctapkan ttbtaに1ヽl dan stratcgi dalam pcngclolaan salllpah scsuai
dcttan kcbttakan PCmcril嵐ah;
b Matths三itasi場可a Sal.la alltardacrah ttlam satll provinsl,bllDitraan,
轟njaaring dJaln pcngclolaan salllpaL
c lνlcllyclcnggarakan koordinasi,pcllllbinaan,dan pcngawasar.hnctta
kabupatcD/kota dalam pcngclolaan salllpah;dan
d Mclllfasilitasi pcnyclcsaian pcrstilisillan pcnじcI(31aan sampah alltal
kabupatcゴntarkota d(llat■11(satu,prOVinsi.
3.Wcwcllang PclllcAntah Kablipatc〃Ko (paSa1 9)
(1)Dalal■ llDcnyclcnggarakarl pcngclolaan salnpah,pcmcrintahan
kabupatcllr kota l■clllpunyal lewcnangan:
Analisis Kehidupan POng●ldml(‐ : す●H輔
a. bllenetapkan kcbttakan dll‖ 鱒tl.■:●ドl ll債||‖ヨ|||1働
“
t, |11"il■l)
berdasarkankebjakannasiOnd d‖n脚lⅣ
“
鰤i
b. Menyelcnggarakan pcngelolaan st11111〕:lll ‖1絆l腱 1赫llllil員IFIプLt,1■
scsuai dengan■orma, standar, proscdl;:: 4:“
“
 LE::●|||| サ|||1鍾
ditetapkan Oleh Pemcmtah;
c. Nllelakukan pembinaan dan pengawasan kinotill ll●
:1彗●1()l彗|11
sampah yang dilaksanakan olch pihak lain;
d. ■llcnctapkan lokasi tempat penampungan scmcntitritl lttilill腱
l
pcng。lahan sampah tcrpadu,dan/atau tempat pcmrosc、11:::lkllil
sampah;
c.Melakukm pcmantauan dan ev,luasi Secara berkala scti‖
l〕
●
(enanうbulan delama 20(dua puluh)tahun terhadap 10nlptit
pelnrOsesan akhir sampah dcngan sistclll pembuangan t∝bllkti
yang telah dtutup;dan
■ Menyusun dan menyelcnggarakan sisteln tanggap darurat
pcngc101aan sampah sesuai dengan kcwcnangannya.
(2)Penetapal1 10kasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat
pttOsesan akhir sal■pah sebagaimana dlnaksudpada ayat(1)huruF
d lnerupakan bagian dari rencana tata ruallg■villyah kabupaten/1cOta
SeSuai dcngan pcraturan perundang_undangan.
(3)Kdcntuan lcb■1珂ut mengenai pcdOlllanpcllyusullan sistellntangttp
darurat sebaga血na dimaksud pada ayat(1)Luruf f diatur dcngan
pcraturall mcnteri.
3. Pembentukan PERDA Penge101aan Sampah Terpadu
Peraturan daerah adalah peraturan perundang―undangan yang dibentuk
olch DPR dengan pcrsctttuan bersal■a Kepala dacrah(Gubernur/Bupati/
Walikota)。NIlateri muatannya adalah seluruh matcri muatan dalam rangka
p∝yelcnggaraanotOnomidacrahdantugaspcmbanttlaL danlnellalmpungkOndhi
khusus dacrah serta pcn」aba an lcbih lalゴut pcraturanperundang_undangan y■11‖
lebihtlnggl.
Untuk dapat mewuJudkall otOnol■i bagi daerah agar memHiki kololu■1鶴ltll
dalam menyelcnggttaan pemerintahan di Daerah utalnanya dal●m ntO11腱|●ユ1111:
p∝an pengelolaan sal■p h terpadu yang tclah damanatkan Ⅲhm tit‐
"鳴・
綺111
beberapa hal yang perlu dip∝hatikan scbagai berikut
′・■グRqrタル″4g Pθシッ
`ろ
yaitu kcl■al■puan lnengatur d綺|:1::●l‖L“綺:襲L腱,1
()t(】lomi Dacrah demi kesciahteraan masvarakat di th薔『■Lll,日・
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2.SθJ/ルわユ詢′“
g Pθw`4 yaitu kemampuan melakukan pcnyesuaian―
pcnyesuaianda五pcraturanyangditⅢka seCaralllasionaldenganb面J
dacrah.
3.Zlο
“
J Pa′J′
“
′Sηρθrt yaitu mcnyclcnggarahn pelnerintahan dacrah
yang mcmpunyailegltimasiluas dariIIlasyar・dkat,baikpada posisi Kcpala
Dacrah scbagai llnsur cksekutiflllllaupun l)PRI)sebagai unstlr legislatif
Dukungan politik lokal ini akan sckaligus mettamin cfckt市itas
pcllyelcnggaraall pelncrmtahan dan pcmbangunan.
イ. FJ′α θjα′Rθθθ夕rθθs, yaitu mcngembangkan kemampuan dalam
FnCngebh sul■bcr‐ mber pcnghaslandankcuanganyanglnclllladai unmk
mcmbiりai kegiatan―kegiatanpclnerintahatt pu.lbangullandanpclayanan
masyarakat yang scgcra mo」adi kebutuhamya.
5. 29`νθ′op,4g Brα′″Pθwe4 yaitu mcmbangun sumberdaya manusia
aparatur pcrncrintahan dan llllasyarakat yang handal yang bcrtumpu pada
kapめilitas intdよmaldalammcnydcsaikanbcrbagailllnsahhchaIIISyah,
2008:7)
Kclima pertimbangallterscbutmutlakditcrapkanpclneriIItah dacrah dalaln
mcl■buat pcratllran dacrah oerda)dalam rangka mcnunJang terlaksananya
l:∬鯖驚戦寛:富蹴IT総鍵話器1驚撃:脚器I輩場
sul■lbcr daya bagi kchidupan IIlasyarakat secara keseluruhan.
4. DIIodel Kebiiakan Pengelolaan Sampah Terpadu
KCbtakanatau kebttaksarlaanoοノ′り)dibCri tti yang bcrmacam―Inacam.
Harold D.Lasscwen dan Abraham Kaplan mcmberi arti kebttaksanan sebagai
轟鱗籐I擬幾幾鱗驚鎧霧選曇
`ンタb′たροttcソおルνttα′θνθr gJソθ″α″θ″お`力θθsθ′θグθθ′
4θ′′ο dθ."(``apapun
yang dipilih pelncrintah untuk dilakukall atau tidakdilakukan'う)
Adapun kcbttakatt ncgara menurut ttdclson(1979:3)“Rりb′た′θ′た,6
α″′力θ∫θルソθ′qηθ′妙 ′νθr″″θ“"′
わθ訪
“
α′グθ60θ′αな"(lccbjaksanaan
i椰響i構椰補欄聯撒
pcmbuatkebttakanncgara.Sclattutnyalrfanlslamy(2007:20-21)menyCbutkan
implikasidarikebiiakSanaanllegarayaitu:
Analisis Kehiduparr l)r,r\1ilril,krr I lrt I ll'l,rr,rlr
1. Dalartt bontuk perdananya bcrttpir p('rll'rprur lli'l,rl,,{rr tln'l,rl.,ur
pcmcrintah;
2. Kcbijakasaan negara tidak cukup hanyit rlrrryll;rLrur lr tirgrr rlrl,rl' ,,rn,rl..{rr
dal m bentuk yang nyata;
3. Kebijakasanannegara baikunfukmelakukan scsrrirlrr :rl;rrr lrrlrrl, rrrr lrrl, rrl ,rn
sesuatu itu dilandasi dengan maksud dan tujuan lcr lt'rrlu.
4. Kebijaksanaan negara harus senantiasa ditLrjukirrr b;r1ir L( p, rtrryrrrl
seluruh anggota masyarakat.
Perumusan kebijakan negara akan lebih mudah dipclrr;:rr r .r1',rl'rl,r
menggunakan suatu pendekatan atau model tertentu. Ada bany:rk ;r'rrr:, rrrorl, I
kebijaksanaan negara, namun tentu saja tidak ada bentuk modcl yrrnli p;rlrrrli
baik(IrfanIslamy,2007:34). MenurutYahezkelDror(1968: 12-17), atftr 7 (trrlrlr)
macam model pembuatan keputusan yaitu: (1) Pure Retionelit-v Mr\h'|. (;l
Economically Rational Model. (3) Sequintial-decis ion model. (4) I n t' n' rr r t' t t t r r I
model. (5) Satisfiing model (6) Extra Rotional Model, and (7) Olttimtil llhxh'l
Untuk memahami kebijakan publik dapat dilihat dari dua tipologi rrxxlt'l
pembuatannya, sebagaimana ikemukakan oleh Nicholas Henry (dalarn lrlirn
Is lamy, 2007 : 3 6-7 6), dengan klasifi k si sebagai berikut :
a. Kebijakan publik dianalisa dari sudut proses, yang terbagi mcnlatli 4
(empat), yaitu:
1) Model institusional (Institutional Activity), yang berkaitan dcngarr
struktur organisasi pemerintah di suatu negara, seperti lcmbagir
legislatif, eksekutif, dan yudikatifyang kedudukan dan fungsi tcrbagi
secara jelas.
2) Model elit-masa (Elite Theory), memandang bahwa administrator
negara adalah kelompok elit yang mampu membentuk dan urcrrr-
pengaruhi massa dalam masalah-masalah kebijaksanaan ncganr,
sedangkan rakyat bersigat apatis.
3) Model Kelompok /Keseimbangan kelompok (Equilibritutt (inttt1t)
atau Teori Kelompok (Group Theory) yang diperkenalkarr olclr I );r vr,l
B. Truman (195 1) yang menekankan bahwa inlcrirksi rlr rrrrlrrrir
kelompok-kelompok merupakan kenyataan polilik rlt'rrliirn :, rl\ rr p \ ,rr,,
sama untuk mengajukan tuntutan-tuntutan tcrltirr lir p I' r' l un rptl. 1, r r r 1,
laindalammasyarakatdan mempengaruhi rnrrttcrrhrv;r,,rrrrlu l,r lrrlrrl,ru
negara.
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4) Model Sistem-Politk (The Politicol System Theory) oleh Davicl
Easton yang memandang bahwa kebijakan negara sebagaihasll (out-
put) dari sistem politik yang merespon kekuatan-kekuatan lingkungan
baik sosial, politik, ekonomi, budaya, geografis dan sebagainyayarrg
ada disekitarnya.
b. Kebijakan publik dianalisa dari sudut hasil dan akibatnya/ efeknya yang
terbagimenjadi:
1) Model Rasional Komprehensif, yang menekankan pada pembuatan
keputusan yang rasional dengan berdasarkan pada komprehensivitas
informasi dan keahlian pembuat keputusan, melalui pemilihan cara-
cara terbaik untuk mencapai tujuan sehingga cenderung detail dan
perfeksionis dan ini dianggap sebagian kalangan (seperti Lindblom)
rumit dan sulit untuk dilaksanakan.
2) Model Onkremental, diperkenalka oieh Charles E. Lindblom yang
memandang bahwa kebijaksanaan negara sebagai suatu kelanjutan
kegiatan-kegiatan pemerintahan dimasa lalu dengan hanya meng-
ubahnya (modifrkasi) sebagiannya saja. Alasannya karena pembuat
keputusan selalu memiliki keterbatadan waktu, kecakapan, dan biaya
untuk menganalisas semua nilai-nilai dan tujuan-tujuan masyarakat.
3) Model Mixed Scanning, sebagai penengah atas kelemahan-kelemahan
model sebelumnya dengan penerapan masing-masing dari model
rasional konprehansif dan model incremental secara flesibel tergantung
situasi dan kondisi yang dihadapi.
Daiarn hal pembuatan kebijakar pemerintah di bidang pengelolaan sampah
rurrnpaknva menerapkan model Institusional. I{al ini dapat diamati pada siapa
tlrn biigaimana pembuatan kebijakan pengelolaan sampah ini dilakukan. IJU
nornor [ 8 Tahun 2008 merupakan inisiatif dari Kementerian Lingkungan Hidup
yrrrrg notabene sebagai lembaga pemerintah. Kebijakan pengelolaan sampah
ylrrg berasal dari lembaga pemerintah ini dimaklumi karena pemerintah
sc:lragaimana diamanatkan UUD 1945 pasal 28H berkewajiban untuk menjamin
tc:r'ciptanya lingkungan hidup yang bersih dan sehat bagi seluruh masyarakat.
Scbagaimana dijelaskan di atas bahwa urudel institusional berfokus pada
sl r.r r l< ( r r r organisasi pemerintah. Kegiatin-kegiatan bernuansa politik berpusat
p i r t L r l u nba ga- lemba ga pemerintah seperti misa lnya lemb a ga legisiatif, eksekutif,
vrrrlikrrtil; pada pemerintah pusat (nasional), regional dan lokal. Sehubungan
,1,'rr;'.rur itrr, rnaka kebijaksanaan neg,ara secara otoratif dirumuskan dan
Analisis Kehiduparr [ron(lohrlrtrlil I lrl lllrl,11,ril
dilaksanakrrn plrrlr lcrnbaga-lembaga pcnrcrirrllrlr tr.r,,, l,rrr 1..,11,11,111.,.r r, 1,1,1;1.1q
hubungarr yrrrg kuat sekali antara kebijaksa:lil.,(.,i;rt.r ,l,rr l, rrrr,,r1,,r r, rrrr ,,r1,,1
pemcrintah, scpcrti yang dijelaskan Thomas l{.1)yc (Aklrrrr.r,lr \rr,r,r, '{rr,r1
berikut:
"Thc ralutionship between public policy antl govt,t.rn(,ttt.tl ,t\ttt,
tions is very closed, strictly speaking a policy tJoc.s rtor r)(,ttttni
public policy until it is adopted, and enforce by some !!)t,t,t.rtr.rtrtl
institutions ".
selanjutnya Irfan Islamy yang mengutib pendapat Thornas l{. r)yt..
menyebutkanbahwa lembaga-lembaga pemerintah ini memberikan kcbijaksuliurrr
negara dengan 3 (tiga) ciri utama, yaitu:
a. Lembaga pemerintah itu memberikan pengesahan (legitimasi) tcrhatl.lr
kebijaksanaan-kebijaksanaan negara, ini berarti bahwa kcbijaksa 1a1 r r-
kebijaksanaan negara tersebut dipandang sebagai kewajiban-kcwa j i ba r r
hukum yang harus ditaati/dilaksanakan oleh semua warga ncgara.
b. Kebijaksanaan negara itu bersifat universal dalam arti bahwa hurry:r
kebijaksanaan-kebijaksanaan negara yang dapat diperluaskan pada sclur rrlr
warga negara, sedangkan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang lain (bu k i r r r
negara) hanya dapat mencapai sebagian kecil dari anggota masyarak.(.
c. Hanya pemerintah yang memegang hak monopori untuk memaksa sccarr
sah kebijaksanaannya pada anggota masyarakat, sehingga ia rlaput
memberikan sanksi pada mereka yang tidak mentaatinya (Irfan Islarrry,
2007:37-38)
Adapun model institusional dapat digambarkan dalambagan sebagai bcrikrrr:
KONSTITUSI
LEGISLATIF
KABINET
Yt11)llくへI
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5. Anahsis Kebiiakan Pengelolaan Sanlpah Terpadu
a Pcllg∝tianAllalisis Kcbjakan
Attlisishbjakanadalallscbuahbidangyangtcrdiridarical■pur ■berb gai
disiplh,tcori dan nЮdcl.Scpcrti yang dikatakan olch Wildavsly dalam bulQ
Naync Pcrson(Tti 30),bahWa analisis kcb」aLn d l h ub bidallg tcrapan
yang isinya tidak bisa ditcntukan bcrdasarkan batas―bat s disipli五cr, tctapi
bcrdasarkan hal―hal yang tan■pak』ya scsuai dcngan situasi lllasa dan sifat dari
l)CrSOa]an 2
Ⅷ 皿amN.Dllnn(200045)mttclllllhhnbahwa amlisis kcnbもabnad lah
311atu disiplin illllu sosial tcrapan yang incnggunakan bcrbagai llllacalll lllCtOdC
l)CllClitian dan argulYlcn untuk lllenghasillcan dan■lclllindahk n informsi yang
「cicvan dcngan kcbttakan,scllingga dapat dimanLatkan ditinglcat politik dalam
langka mcmccahkan masalah―m salah kcbむakan.3 scdangkln llltturut」ay A
lliglcr dan Bcttalrun R.Bccdc(1977:3),analiSiS hb」akall adalahi
“PЮわαみヶ′θsS′κごθ∫α“
″θ′θgα′′″力α″777θs′ Sθεノα′sεノθ″`
θ
s″
鯛η SCθ“
Sθ刑` 磁α′Sttθグ`,α′′θ ttθsθ ttθ s``たs`ノθ″′ε αεε“
―
/θcy θ″ 乾ρJs′θr″κOノ)t'cc7ノ∫
'′
ι
`ノ
∫ノθ刀. lυち Sθ/11θ′θ
'19θ
4S IP7夕S′ εθ77-
∫Jご力rF力ご夕″」sげgθソ`
/77“
ι″′α″グ″θ′硫sパた″α′たαノ″ゎJ“ρ“
ソθ
Fお9P`″り′′θ
“
 rみcsθ 7η27∫′b′′θθ′′θwわθ ρfttθ″
`α
i18″
“
α′ノソcs, 
“
αたθ
rルθi『ε,Pθ」″′ノθンツαガ ′力θタ タκ α
“
グα′た″η″θ
“
αル ″′″θ4αF sο777θ
げ J｀ttθ`鰐S″θノα″αgθ“
θ″なげ′θ′たノα4S.Pθ′ノψ ακαノJsJs cα″′0′
″学ノα6θ ρθ力
`jε
ぉ,わ“
′″εα″力θゎルεJS′θ“
P70αただ′θ″αたθ/J7θ″
」θ
"∫
ノらJθ decis′θ
“
s
l牡nlisiskcbtabndalamartilllas adalahprosesnlcllghasikanpcttctahuan
incngcltai daゴtau di dalamproscs kcbtakSaaan.Attlisis kcbttakSanaan dalam
p(:織1■|1ltan ini bcrawal kctika pcr=ctahl101l secara ド dar dihasilkan ag
di[【皿ngkiJon m彎uii SCCara cksplisit dan langsungmcngcnai hubungan antara
pcngctahuan ttngan tilldabn(Dulln,2004:11).
Dcngan dcrlllHan,analisis kcbjakallpublik lcbihlrlcrupakan naschat atau
bahanpcrtilnbanganpombuat kcbttakanpuしlik yang bcrisitcnt〔Ing lmasalah yallg
dilladapi,tllgas yang mcsti dilakLlkan olch orgarlisasi pllblik l〕crkaitan dcngan
爾salah tcrscbllt,danjugabσbagaialicrnatifkぜh“aklll yそ1113日■1113kin bisa dialibil
dcngan bcrbagai pcnilaianny〔t hcr(1(ls l kail tLjllall kcbjakall
I Wayne Person, Publik Policy, Pcngantar Teori dan Praktik Analisis t ebi.iakan. Pranada Media
'tr't. hal. l0
r William N. Dun, Analisis Kebijaksanaan Ptrblik. PT. Hanindita Graha Widia. 2000, hal. 45
Arr,rlt:,[; Krltttlrtr.ut l'rlrq;r,l|l,r,lr I Iil Ilt,l.r,.rtl
Attlrlisrs l.clri-jlrkan publik lrt'r lrr;rr,rrr rrr, rrrl,,,,l ,,, r.1,,,,, 
',1, , ,,,,r,,t
lrlcllll)itlltttl)illilpclnbuatkebijakantl;rl;rrrru1r.rr,rrn,nr,, rlri rrr.rr rl,l, ,,,, ,r,t,
publik. Didalamanalisiskebijakanpullltk lt'rrl:rp.rl rrl,,rrrrr r rirt,,r,rr r rt,, rl ,,r ,,,
dengan masalah-masalah publik serta argunr(.n.uJ,rrr,. r, i,r ,rr, t, ,r,,, ,,
alternatif kebijakan, sebagai bahanpertimbangln irtinr rrr,r.rrl. rrr I,t,r,t, 1,,1,,1
pernbuat kebijakan.
Anaiisiskebijakanpublikberdasarkankajiankcbijakrrrrrry;rrl:rp.rt rlrl,,,trl rrr
antara analisis kebijakansebelumadanya kebrjakan publil( lcrtt'rrtrr rl;rrr ,,, .,rr,l.rlr
adanya kebi.jakan publik tertentu. Analisis kebijakan schcluur rrrl;rrrv:r Lt.l,rt,rl,..rrr
publikberpijakpada perxnasalahan publik scmata schingga hirsilrryrr bcrrrr l,r.rr;rr
sebuah rckomendasi kebijakan publik yang baru. Kcduanya baik rrrur lis is kt'lrr;rr[: rrr
sebelummaupun sesudah adanya kcbijakan rnclnpunyill tu jrtrrr ylnll siunir yill\nr
memberikan rekomcndasi kcbijakan kcpada pcncntu kcLrijuklrrr auirr rlirLrp;rt
kebiiakan vang iebih berkualitas. Dunn (2004 .7ll-76) rnornbc(lirkan tir,,rr berrtrrk
utama analisis kebijakan publik, yaitu:
i. Analisis Kebijakan Prospektif
Anaiisis Kcbijakan Prospektif yang bcrupa proclrrksi rlurr tnrrrslirr rrr:r:;r
informasi sebelum aksi kebijakan dimulai dan diinrplcrncntirsikiur ArurIrsrr,
kc-bijakan disini mcrupakan suatu alat untuk mcnsintcsakan inlirrrrursr rrrrlrrl.
clipakai dalam merumuskan altcrnatif dan prcfi:rcnsi kchijakarr yrrrrg tlirry;r(rrk;rrr
secara komparatif, dirarnalkan dalatn bahasa kLrarrtitatil'cllrn krurlitrrtil'se l1y,:rr
landasan atau penuntun dalam pcnga rrrh i lu n kcprr t trsu n kcb i jlr klr r r.
2. Analisis Kebijakan Rctrospcktil'
Anaiisis Kcbijakan Rctrospcktil'adalrrlr schrrl,;11 pt'ru'ipllrrn r l:u r (r;rrrslor rrr;r,;r
informasiscsudahaksikebij kanclilaktrkirrr.'li'rrl;rgr:r( llipr.;rrr;rlr:; lrr.rrl:r:;ruL;rrr
kegiatan yang dikernbangkan olch kclrlrnl)()l\ ;lnitlrr; rrrr 1,;11,,ur ,lu:rlr,, r,rrrl
beroricntasi pada disiplin, analis yung bcnrrit'rrlrr:;r p;rrLr rrr:r.,.rl:rlr rl;rrr ,rrr,rlr., r,rrr1,
berorientasipadaaplikasi.'['crrlrr slr jlr kcl i1',rr lrPt'rrr:rlr,;r; rt.lro,,Pr.l, lrl rrrr t.rrl,r;,,rt
kelebihan dan kclcrnalurrr
3. Analisis Kchij;rlirrrr y;rr11', l ('r urt('),r,r.,r
Arrlllisis h,'lr1;,11,,.111 1,rrr1' l, rrrrlr 1,r.r .l rnr rrI rl rrr l,, rrtll ,,, ,1, r !.1
tflCllf',li.otttlrttt:t:,tlr.rrr l,,r\,r o|, r,t,l lr.rt.t Ir.rl lr r ', utl. lrrr rr rrrrlr 1,, rlr rti rrr l, r,l,
l)Cll( tl)lit:ttt rl.ttt lt,rrr'.l,,rnt,r,r lrl,r,rr r r .,1,, lrrrrr,l rr, . r,,l rlr lrrr,l rl ,,, I 1.,1 rl r,
tli:trrrl,rl \tr.rlr'.r. l,l,rgrl,i, ,,,,,.t,rrrt,r,rr r rr,lrl 1,,,, ,,,,,rr,1,,r,, I rrr l,rr r
itltltlt:.rrrrlrrl.rrt,rrl'l rrll rrrlrl,r1,1,,rr,lr,l,l rrr rr.,l,,lr,l.l,r,1,,t.lr,l ! l,t,L
jUglt ftt,t",,,lttl 1r.rr.r rlrlr lrrlrrl t,llrr!r, r,r ir,.r,t1,, rll ,r,,iir,,,, r,ir,r,
foftttltstlr,rrr iltl,,r rrr.r .r ., lr rl, r rt
??
ll
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1) Agcnda Pclncrilltah
Agcnda pcmcrintah disusun atas problcllla―problcma yang sangat
illClllbutuhkan kcaktifan dan kcscriusan Pcmbuat kcputusan untuk mclnpcr―
limbangkamya Dari schan banyak pr()blα熙t problcma umum,hanya scdikit
、ckali yang mclllp∝ol h pcrhatian scksama dari Pcmbllat kcbtakSanaan ncgara
lcrhadap sGullllah kccil problcma―problcma ul■ull  itu dan IIlcnycbabkan
tilnbulllya agcnda kcbtaksaaan rr/7θ ρθルッagθ″`
′
″ MCnurut Rogcr W Cobb
dtin Charlcs D.Eldcr(Irin lslanly.2007:83)ada duajcnis agcllda pcmcril■tah
yaittli Systcllllc agcnda dan govcrl■clltal gcllda Sclain itu,agcnda pcmcrintah
(lttpat bcrisi llal―hal y ng baru atall lallla Hal-ll11 lalll yaitu hal―ha ama yang
、cialu llluncul sccara rcgulcr pada agcnda pcmcrintah
Pclttsalahan sall■pah dapat discbtlt scbagai agcrlda lallla pclllcrilltah yang
l)ada saat s杖)clum lahilnya■TU nomor 18 Tahun 2008 masih bclum mcttadi
l.l it)「itas Hal ini dapat dibuktikall dcngan bclunl adanya rcg■asi khusus yang
liX■13Wab pcrsoalan palgclolaansalllpah,danhanya scctta il■p isit lllastt dalam
l(l11■l htthtill lingimngan(UU Nomor 23 Tahun 1997)Dcngan kcsadaran akan
‐1ヽ1,11ご41inya dcil■pak burukyang bcgitu bcsar dari pcnallganan salllpah yallg tidak
‐ ■lた、モlan lncn=ingat pcrtulllbllhan pcnduduk yang bcgitu pcsat yang lllcrupakan
l:1,サli卜1〕r tiIIlbLilan sal■lDah,nlaka pcHErⅡltah dal〔In halinl kclllcllt(rian lhgkullgan
l肛iuP I麟五しuatsbla p五oritas agar pcrlllasalahan salllpall血山rat ttkdoh ctcl■g狙
l):ik,yおはli dthl毬an lllCl■buat kcb」akanpcllgclolaan salllpahtcrpadu dalambcllttlk
'it i〕
oヾlllor 1 8 Tahun 2008.
Scsuai dc1lgan adanya kcbttakan dan scmangat otononli dacrah dan
l)ビ1:ll'tlgiall、vc、vCnang pcmcrintahln, hal ini lnclluntut pcmcrintah dacrah
i,R,1)止lliat agcnda kt‐bja an p鋭lgclolaan salnpah dalamしcntuk PERDA dcngan
:liCil)′|｀ 1laikan kcpclltingan dan kcarifan local(♂θごαノ lt'√∫ごθ″1)pada dacrah
il‖|:111lg´11lasing agal‐pclaksallaall l」UPS dapat bcttalall dCngan balk dan cfcktif
Pcincrintah dacrah diharapkan dapat mclakllkan kcbttakan politik
卜h‖、‖、1lya mcngcnai pcngclolaan salnpah dan hcndaknva didtikl]ng pcnuh olch
l)CIl〕Clilltah pllsat dcngan mclibatkan stakcholdcr dillalll tcknis pcrcncanaan,
11(l｀lycicllggaraandanpcngcmbanganllya lllalinidipcrlllkankarcnasalllPahpada
(1■、1、11lya l)ukan sckcdar pcrlrlasalahan pcmcrinlRh dacrall atall dinas kcbcrsihan
ll、 lt 1｀1ll)::1,1lalllun lcbih da五itLl mttupakall lllasalah bagi sctiap individtl,kcillarga)
(Hサinlliそ｀1、i dan akan mcttadi masalah ncgara bila sistcm pcrcncanaan dan
l)(1,lkl:(1ll(1(1:lya tidak dilak■k n cngan tcrpadu dan bcrkclattlltan
Analisis Kehidupan Prtttt;r,l,,l,r,rrr I ll llr,l.,i.'lr
c. AktorYrrrg'fcrlibat
Dltlattt wacana teori, pembuatan kebijakiur rl u :,('l r.n r',r \ .r r r r, l r i,, r i, r',,r
gan-organ (aktor-aktor) yang cukup re,presentatiIbitgi l<cpt'r rlr r rl,. r r r I'rrl ,lrl r'. l, r ri ir r i{
Jamcs Anclcrson (1979). para aktor yang seharusnya tcr lrlr;rl ,l.rl.rrr, 1,, r,,1,,, ,r ,,,
kebijakan itu adalah:
l. O.//icial Policy Makers; yaitu organ-organ yang rttcrrtlrrtlrrl,r ;,i, 1','
kekuasaan secara legaV resmi. Yangtermasuk kelompok ittt :rrl;rl.rlr l,,rr,r
anggota legislatif, para administrator, dan para hakim pcrrgirt I r I ; r r r
2. Unfficial Participanls; yaitu organ-organ yang secara l'orrrn I r r r('r r ri u r) ,
tidak mempunyai wewenang untuk merumuskan kebijakan publili tt'l;r1rr
kegiatan-kegiatannya banyak mempengaruhi ofJicio l po l it'.r' tu ( tli t' t .\'
Golongan ini sering berpartisipasi dalam proses pemblralalr l<cbijrrkrrrr,
danpartisipasi mereka itu memang dibenarkan. Yang tcrnrasrrk golorrl,;rrr
ini adalah; kelompok-kelompok kepentingan (interest,qrrrrryr,r')" prrrlrrr
politik, media massa dan warga negara secara individual.
Kedua kelompok aktor kebijakan tersebut dalam wacana proscs l)cn r r u r:i;r r r
kebijakan adalah setara, meskipun dalam kewenangan untul< nrcnnnlrsl\iur k;rl:r
akhir tidak. Dalam pandangan Anderson, meskipun golongrrrr 'of fit rttl lt,tlt, r
make r s' memiliki kekuasaan untuk membuat kebijakan, nil r r rr 1 il l( ('l\ ili r :ii r i r il il \'. r
itu tidak absolut, karena pada kenyataannya organ-organ ylrrrg (t'r nr:r:.rrl, ,l.rl,rrrr
golonganinikegiatannyasenantiasadiawasiolchorgan-orgurr lirirury:r. y;rrlrr 1r;rr.r
pimpinan partai politik dan kelompok-kelornpok pcncl<an (1tn'.s.s'rrr t' ,\'t,ttt'\ t
Berbicara mengenai pengelolaan sampah agar tlaprrl (lillrl\sililill\ilil s('( iu,r
terpadu dan berkelanjutan, ada beberapa pihak yarrg bcrkorrrpctcrr scllrgrri rrklor
dalam menentukan kebijakan ini, meliputi:
l. Pemerintah (eksekutiQ yang dalam hal ini mcliputi Prcsirlcrr rrrclrrlrrr
Kementerian Lingkungan Hidup (inisiator utama), Gubcrnur, Ilrrprrl ri
Walikota beserta jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kcr r rt'(t'r r: r r r
Pekerjaan Umum.
2. Legislatif yang berwenang membahas dan mensyahkan Ilirrr,'rrrr1,:rrr I ll I
Pengelolaan Sampah (DPR) dan atau Rancangan Pl',1{l)A (l)l'li I })
3. Pihak swasta seperti Lembaga Swadaya Masyalrrlill (ll-iNl),l.rrr rt rrr
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Co PENUTuP
y面:Ada bcbcrapa kesimpulan yang dapat dikemukakanぬlam penelidan i血,
1. Kcberhasilan pclaksalllaan amanat LrU Nolnor 18 Tahun 2008 tcntang
Pengc101aan sampah akan sangat tcrgantung pada sinergitas antara
pclncrintahpusat dan dacrah,apalagi lru inilnengakOmodir kcwcnangan
pcmerintah dacrah dalam kerangka otOnomi dacrah yang salah satunya
dcngan upaya pembuatan Pcraturan Dacrah.
2.Pcmbuatan kcbjakan pclncrmtah pusat di bidang pcnge101aan sanlpah
inilncllerapkmmOdel hstitusiOInl yangmmpakanmOdel yang tradisiollal
dalam proscs pembuatan kcbttaksanaan ncgara. Fokus atau pusat
r血¨d面山ょpぬ道器』辮謝棚肥惜Inclncgang OtOrisasi lncncntukan〕K囲∝terianLittbnganHidup yangmcmpakanbaJanda五Pclne五ntah
3. Analisis kebむakan tentallg pengc101aan sampah Fnutlak diperlukan guna
mcngctahuimOtifdanhahtas suatukcbjakat schinggaapabila颯〕crlulcan
dapat dilakuhn cvaluasi maupun pcttabaran icbih spcsiflk yang lcbih
bcmuansa kcdacrahan dalanl bcntuk PERDA agar pcngclolaan sal■pah
dapat bcrialall dcngan baik,lancar9 dan tepat sasaran.
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